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ABSTRAK

Kehilangan sertipikat hak atas tanah merupakan permasalahan yang tidak hanya
menyangkut aspek administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap
hak kepemilikan atas tanah. Di Kabupaten Rokan Hulu, proses penerbitan sertipikat
pengganti karena hilang masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah
maladministrasi birokrasi (malabirokrasi) yang mencerminkan praktik pelayanan publik
yang tidak sesuai dengan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
mekanisme penerbitan sertipikat pengganti atas tanah yang hilang serta menganalisis
hambatan dan solusi yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dengan
meninjau dari perspektif teori perilaku maladministrasi birokrasi. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan dan pemohon
sertipikat, studi dokumen, serta kajian peraturan perundang-undangan, seperti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ATR/BPN
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Interpretasi
dilakukan terhadap penerapan norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan sertipikat pengganti secara
normatif telah diatur dengan jelas. Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan
praktik malabirokrasi berupa keterlambatan pelayanan, tidak konsistennya prosedur, dan
lemahnya pengawasan internal. Diperlukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem
pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, dan peningkatan akuntabilitas publik guna
menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Sertipikat Pengganti, Kantor Pertanahan, Maladminitrasi



ABSTRACT

The loss of land rights certificates is a problem that not only concerns administrative
aspects, but also has an impact on legal protection of land ownership rights. In Rokan Hulu
Regency, the process of issuing replacement certificates due to loss still faces a number of
obstacles, one of which is bureaucratic maladministration (malbureaucracy) which reflects
public service practices that are not in accordance with the principles of good governance.
This study aims to examine the mechanism for issuing replacement certificates for lost land
and analyze the obstacles and solutions faced by the Rokan Hulu Regency Land Office, by
reviewing it from the perspective of the theory of bureaucratic maladministration behavior.
This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data collection
techniques are carried out through interviews with Land Office officials and certificate
applicants, document studies, and studies of laws and regulations, such as Law Number 5
of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), Government Regulation Number
24 of 1997 concerning Land Registration, and Regulation of the Minister of ATR/BPN
Number 16 of 2021 concerning Amendments to the Minister of ATR/BPN Number 3 of 1997
concerning Provisions for the Implementation of PP No. 24 of 1997. Interpretation is
carried out on the application of legal norms and the reality of their implementation in the
field. The results of the study show that the procedure for issuing replacement certificates
has been clearly regulated. However, at the implementation level, malbureaucratic
practices are still found in the form of service delays, inconsistency of procedures, and
weak internal supervision. Bureaucratic reform is needed through the digitization of the
service system, strengthening the capacity of the apparatus, and increasing public
accountability to ensure legal certainty and services that are responsive to the needs of the
community.

Keywords: Substitute Certificate, Land Office, Maldministeration
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